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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak 

pidana kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang 

mengkriminalisasi hidup bersama tanpa ikatan perkawinan sah, termasuk ketika 

pelakunya adalah anak. Permasalahan yang dirumuskan adalah bagaimana 

pengaturan tindak pidana kohabitasi dalam Pasal 412 tersebut dan bagaimana 

pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana kohabitasi. 

Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan jenis 

penelitian kepustakaan (library research) yang menganalisis sumber bahan hukum 

primer dan sekunder, termasuk legislasi, buku hukum, jurnal, dan dokumen terkait. 

Pendekatan analisis yang digunakan adalah deskriptif untuk menyajikan hasil 

kajian hukum secara sistematis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kohabitasi sebagai tindak pidana 

diatur sebagai delik aduan bahwa pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tidak mengikuti ketentuan Pasal 25, Pasal 26, Pasal 30 KUHP, menegaskan bahwa 

hak untuk mengajukan pengaduan hanya diberikan kepada pihak-pihak yang secara 

eksplisit ditunjuk oleh undang-undang. Aturan ini mencerminkan penerapan prinsip 

legal standing yang terbatas dalam perkara delik aduan. Anak sebagai pelaku 

mendapatkan perlindungan khusus sesuai ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Penerapan sanksi terhadap anak wajib memperhatikan batas usia minimal, 

kematangan psikologis, dan prinsip keadilan restoratif yang mengutamakan 

pembinaan dan pemulihan daripada hukuman penjara. Penegakan hukum anak 

harus berorientasi pada kepentingan terbaik anak agar tidak merugikan 

perkembangan psikososial dan masa depan anak. 

Saran yang diajukan adalah agar aparat penegak hukum lebih 

mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan diversi dalam penanganan anak 

pelaku tindak pidana kohabitasi. Selain itu, disarankan adanya peningkatan edukasi 

masyarakat dan kebijakan yang responsif untuk melindungi hak anak dalam sistem 

peradilan pidana, serta penelitian lanjutan terkait implementasi perlindungan 

hukum anak dalam konteks kohabitasi. 
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